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PERATURAN DALRAM KABUPATEN DAERAH T1NGkat 11
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 5 TAHUN 1990
) TENTA NG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERT
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PUR
NA BHAKTI DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAK.

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUCATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT HULU SUNGAT SELATAN,

Menimbang :a. bahwa 'dengan telah ‘ditetapkannya Peraturan lienteri
~ Jalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Tunjangan Purna Bhakti DPRD, perlu didirikan suatu
- yayasan yang diberi .nama YAYASAN PURNA BHAKTT -
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DATRAH yang disingkat YAR-
NATI

b. bahwa yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh  -..
Llienteri +“Jglam Negeri sesuai dengan ketentuan Pera :
turan perundang-undangan yang berlaku atas kuass - -
~emerintah Daerah ; -

- C. bahwa dengan sehubungan hal tersebut disztas ,maka
pemberi kuasa Pemerintah Daerah dimaisud perlu
diatur dengan Peraturan Yaerah ;

Nengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pokok-
Pokok Pemerintahan di vYaerah (Lembaran‘Negara -
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ); .

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemben
tukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Hepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor T2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 1820 ) ; E
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pok
Pokok hepegawaian (Lembaran Negara Repu.blik;[gk~
sia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahap Lembaran NZ “ge
Nomor 3041 ); ' -

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 téﬁumg
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawagap K
Uangan Daerah ( Lembaran Negara ﬂepublik Indonesj_ae
Tahun 1975 Nomor 5 )

Pératuran Menteri Dalam Negeri meorilﬂbhunl9%
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, dakil Ketyg dap
Anggota_DPRD -

Peraturan Menetri Lalam hégeri~Nomor 2 Tahun 1990
tentang bhetentuan Tunjangan Purna Bhakti £nggota

uPRD 5 - .
Feraturan vaerah Kabupaten Yasrah Tingkat IT Hulu
Sungai Selatan “omor 4 Tahun 1990 tentang Keduduk
an Reuangan netua, Wak:?l Ketua ganp ~nggota  DZRD
Kaupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwafilan Rakyat Jasrah Labupa
ten Yaerah Tingkat TI Hulu Sungai Selatan.

"MEM . TU 8K A N :

Menetapkan PERATUF N DAZRAH TENTANG FEMBERIAN KUASLA

KIPADA B TFRI DALANM NEZERI UKNTUK WENDI
RIKAN DAN MENGELOLS YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, '

Pasal 1. | '

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. D a

€ r a h :adalah habupaten Daerah Tingkat II Hulu:
| Sungai Selatan.

b. Pemerintah

Daerah adalah “emerintah Kabupaten Daersh

' h
¢. Dewan Perwaki:adalah Dewan ferwakilan Rakyat Daerd
lan Rakyatngg Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu_

rah

Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Sungai Selatan.

. Per
d. Yayasan : adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan

: g3 at
wakilan Rakyat Jaerah yang disingk
TARNATT,

il
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e. Tunjangan Purna * adalah tunjengar yang diberikar kepa
Bhakti da semua Anggota DFAD setelah berakhi
maga bhaktinye anggota DERD atau dibe

hentiken dengan hormat atau meninggal

dunia,

f. Uang Representagi adalan tunipngan yang diberikan kepa

da .Pimpinar dan hnggote DFED getiap

bulan senubungan dengan kedudukarnya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kogejah¥eraar, para Purru Bhaktd DPRD darp
penyeragaman jenis sertoc aiagtem pemberian tunjeangek, pe
didirikan suatu wadah terpadu yaltu YARNATI yeng berkeduduy
kan di1 ibu kote Nepnrn Hepublik Indoneaia.

0'71;,".11 ]
Dapa Tunjangan Eurna Shakti

{ .
&

bergumboer .
N

dur
(1) Modal pertamn berupa surp nean dari Jemerintah Daerah
ates bedban APBD yang Jumjrhnya df tetapkarn oleh venterd

Dalam liegeri.

(2) fendapatan YARNATI ¢.rdir

1 dapri
2. Iuran vajid Apggown oot ins bulan yung di-otong lang
Sung sebesar 10 7 (scpuluh perger iari uzang fepre
santasi.
b. Sumbangan /-antuan deri Sadan Pemerintar dan astay
Pihak Hetiga.
C. . : : .
Pendapatan / Uszha-usahz lain yang gah.
Pagal L
Yengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daesrah mepberi -
kusa kepada Menteri valam Megeri untuk mendirikan dar -
mengelola YARNATI sesuai dengan peratursn perundangan -

yang berlaku.

-
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rasal

Segala akibat dari ~emberian kuasa pada pasal 4 diatag, .
Pemerintah Daerah akan memenuhi ketentuan—ketenhmnygu
akan ditetapkan lebih lanjut di dalam £nggaran Dasar .

Rumah Tangga YARNATI.

Pasal

Peraturan Dgerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang
kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990,
Agar supaya setiap orang dapat inengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan Daerah ini de .gan penemnatan

nya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan.

Kandangan , 25

L8:AN PER ‘AKILAN RAKYAT DALRAH BUPATI huPALA DAsRAH TINGKAT 11

KABUPATEN DASRAH TINGKAT IT
HULU SUNGAI DELATEN, -
Ketua,

Cap. “dtt.
e YUSSRAN AN A, Bua.

Diundangkan dalam Lenba 11 Daeran
hzbupaten laerah Tingkat 11 Hulu
Sungai Selatan - ;

ﬂ omor 3 .
~ada tanggal 26 Maret 1991
Tahun ¢ 1991.

Seri s+ D"

Nomor GSeri : 2.

Sekretaris i,

[t

Salinan sesuai dengan Aslinya it | L 4 L&

raret 1990.

HULU SUNGAT SuLaTally

Cap. dtt.

H. MOH. ARLAd, St
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